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| ‘;‘?W&AUAN YUREDES TERHADAP %(E'&'ETAPAN
__ MA&EL?S PERMUSYAWARA’E’AN RAKYAT
O NB EV!MPRI‘!Q@S TEMTANG_ REFERENDUM

Yu!u §ndrawat, .10 g

Pasal 37 Undang- Undang Basar 1945 membe-v
rikan-kewenangan kepoda MPR untuk mens-
tapkan dan mengubah Undang-Undang Dasar.,
Dalam perkembangannya, pasal 2 Ketetapan
MPR No. IV/MPR/1983 tentang Referendum
telah membuot pergeseran terhadap ketentuan
pasal 37 tersebut. Dengan demikian peng-
aturan materi perubahan Undang-Undang Da-
sar yang diatur dalom Tap MPR tersebut tidak
sesuai dengan pasaol 37 Undang-Undang Dasar
1945 baik ditinjau dari kedudukan, wewenang
dan ﬂmgsz MPR, maupun_ ditinjau dari tate
susunan nomm ketetapan MPR datz sxsz‘em nor-

Negara Repubhk Indones;la, menganut asas’ kedaulatan rakyat dan
kedauiatan tersebut terje}ma dalam Ma_]eh_s Permusyawaratan Rakyat (MPR),
sebaganmana tercantum dalam pasal 1 ayat 2 -Undang-undang Dasar, (UUD)
1945 ya:tu : e,

n rakya n dyalankan sepenuhnya
':'ole Majehs Pennusyawaratan Rakyaz PO :

MPR erdm dari anggota Dewan Perwakﬂan Rakyat (DPR), utusan-
utusan dan'daerah-daerah dan go]ongan—golongan menurut aturan ‘yang
ditetapkan dengan Undang«undang (pasal 2 ayat 1 UUD 1945). Jadi dengan
pasal ini, dengan ayat ini, panitia berkeyakinan bahwa seluruh rakyat,
seluruh gcﬂongan, seluruh daerah-daerah akan mempunyai wakil dalam
Majelis Permusyawaratan Rakyat itu sehingga Majelis itu memang dianggap
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' az betui betul penjelmaan rakyat; yang memegang kedaulatan rakyat !

1 Oleh: karena Majelis- Permusyawaratan Rakyat. itulah yang’ memeaang :
' haiuan rakyat yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang tidak terbatas, maka' -
. sudah selayaknya MPR. yang: akan menetapkan UUD dan garis-garis besar
~ dari pada haluan kita mengingat dinamik, kehidupan, tumbuhnya masya-
rakat. Kewenangan MPR tersebut secara nyata tercantum dalam pasal ‘3
UUD 1945, yaitu: .

. "Majelis- Permusyawarazarz Rakyat menetapkan Undang undang

Dasar dan garzs»garzs besar daripada haluan negam

: A Hamad S Aﬁamimi berpendapat bahwa tugas dan ﬁmgsz MPR tersebut

sebenarnya terdiri. dari 2 bagian, yaitu® .

1. MPR selaku Konstifuante menetapkan UUD berﬁmgsa menetapkan
UUD termasuk: mengubahnya

2. Setelah UUD terbentuk, maka M?R terikat pada ketentuan dalam UUD
yang telah dibentuknya (selbstbindungstheorie yang dikemukakan oleh
J ellmek)

Sesual dengan ketentuan daiam UUD 1945 yaxtu pasal 3 dan pasal 6

ayat 2, maka:

a. MPR selaku Lembaga yang menetapkan Haluan Negara berfungsz
- menetapkan garis-garis:besar dari pada haluan negara;

b. MPR selaku Lembaga yang memilih Presiden dan Wakil Pres:den
“berfungsi: memilih Presiden .dan Wakil Presxden serta mengangkatnya

- Kewenangan MPR dalam menetapkan UUD dlikﬂti dengan kewenangan
untuk mengubzh UUD, sebagalmana yang tercantum dalam pasal 37 UUD
1945. Kewenangan ini yang seringkali terlupakan, bahkan dengan
diketuarkannya-Ketetapan MPR ‘No.’ IV/MPRH983 tentang Referendnm
dalam pasal 2 dinyatakan bahwa:

"Apabila MPR berkehendak. untuk merubah UUD 1945 teriebzh

: daimiu hams meminta pendapaz rakyaz me!alw Referendm

! Muh. Yamin, Naskak Persispan Undang-undang Dasar 1945 Jitid I, (Jakana: Prapanca, 1959,
Cetakan Kedua, 1971), hal, 242,

2 Ibid, hal. 243,

A Hamid S, Attamimi, "Pemnaa Kepumars Pmstden Repubixk Indme.s‘m ba!am Pmyetenggaraan
Porapivstat e Nommpe ® TV pordme] timdzsle’ mmm i mBade gl i 8 g it e il e e T
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Dengan dem1k1&n dapat - terlihat: dengan Jelas bahwa: kewenangan: :;;yang’_;
‘dimiliki> MPR. sebaga:mana tercantum dalam pasa] 37 UUD 1945
mengalami pergeseran, :
- wiorPergeseran. kewenanwan MPR am!ah yang akzm d;bahas ie‘mh lanjut_

daiam tuhsan_:m S R e T e PR RS

i. ?@mbahan Ejnéanguundang Dasar : X

: Soekamo seia’xm E{etua Pamtla Persxapan Kemerdekaan I’ldonema pada_
sadang tanggal 18 Agustas 1945 menyatakan:? :
, baiwa UUD vang buai sekarang ini; adalah UUD Semenrara
pi __;-Kalau boleh sayamemakai perkatagn:ini edalah UUD kilat, Nantz
kaloy kita telah bernegara di dalam suasana yang lebih tentraim,”
Fi18 Lita tentu.akan mengumpulkan kemboli- MPR. yang dapaz‘ membuaz - B
i D yang lebih lengkap dan lebik sempurna.

Tuan-tuan mengerti, bahwa ini adaleh sekedar UUD semenrara,'
UUD Kiiat, -bahwa barangkali boleh dikatakan pula, inilah
revalunegrondwer o v

Unmk it dalam pasal 37 UUD 1945 daatur mengenal perubahaﬂ UUD yang

secarasjelas menyatakan: - :

(1) Untuk: mengubah UUD sekurang—kurangnya 2/3 dari pada Jumiah
anggota MPR harus hadir;

(2) ‘Putusan diambil dengan persetu_]uan sekurang~kurangnya 2/3 dan pada
]umiah aﬂggota yang hadlr : :

I ellmek membedakan perubahan UUD daiam dua hal; yaitu Veifassung»
sanderung dan Verfassungswandlung Verfassungsanderung adalah. peru-~
bahan “HYUD . yang ‘dilakukan dengan- sengaja ‘sesuai ‘dengan-‘apa yang
ditentukan' »dalam: UUD" yang * bersangkutan.® * Sedangkan Verfassungs-
wandlung adalah perbuatan UUD dengan cara yang tidak disebutkan dalam
UUD tersebut, tetapi melalui cara istimewa, seperti revolusi, coup d’etat,

* Yamin, Op. Cit., hal. 344,

* Mch. Kusnardi dan Harmaily Torahim, Pengantar § Huk:m Tata Negam Indonesza {Iakans Pusat
Smdi Hulaim Tata Negara FHUT dan CV. Sinar Bakti, 1930), hal, 80. _ L
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S an. sebagamya i ane . : _
. Pembahan JuD: sangas: pentmg mengmgat bahwa UUD §945 terdm -
‘Pembukaan (Pancasﬂa) ‘yang-memuat Cita ‘Hukum (rechssidee) bagi
v _keh;dupan rakyat Indonesia dan juga merupakan Norma Fundamental Negara -
: (Staatsﬁmdamenralnonn) bag1 negara Republik Indonesia yang menjlwa;:

ip han UUB maka 'perubahan tersebut hams dilakukan secara hati-hata
'rnengmgat dalam ‘pembukaan UUD' terdapat “tiang utama pembentukan
negara. Oleh karena itu perfu ditetapkan tujuan dari perubahan tersebut,
apakah perubahan hanya meliputi beberapa bagian yang tidak terkait secara
langsung dengan pembukaan UUD (sebagai tiang utama) tanpa merubah
tiang utamanya dan ketentuan dalam batang tubuh yang berkaitan erat dengan
pembukaan tersebut; atau apakah datam perubahan tersebut meliputi semua
bagian ‘termasuk pembukaan UUD; yang ‘berakibat berakhirnya negara
Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasxla yang dzproklamasxkan pada
tanggal 17 Agustus 1945, .

“Oleh karena it waiaupun wewenang MPR untuk merubah Uub 1945
dicantumkan dalam ‘pasal: 37, tetapi ‘perubahan-itu hanya mungkln selama
tidak merubali ‘asas-asas’ UUD 1945 itu sendiri.® Kalau MPR ‘sampai meng-
ganti‘dsas-asas yang terdapat dalam UUD 1945, maka herartz MPR tidak lagl
‘merubah ‘akan tetapi mengganti UUD 1945° =+

Pada tahun 1966, MPR Sementara dalam Ketetapan MPRS No XX/
MPR/1966 ‘telah menegaskan bahwa: = %" _

. "Pembukaan UUD 1945 sebagai Pernyataan: Kenerdekaarz yang "

i --'tezperzncz yang mengandung cita=cita ‘luhur -dari - Proklamasi -

*“Kemerdekaan 17 -Agustus 1945°dan yang memuas Pancasila seba- "
gai Dasar Negara, merupakan satu rangkeian dengan Proklamasi ™

Kemerdekaan 17 Agustus 1945 dan oleh karena itu tidak dapar

- :_7Ib1d 2
i slb:d hal. 181.:
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 dirubah oleh siapapun juga, termasuk MPRS - hasil . pemilihan .
‘umum, yang berdasarken Pasal 3-dan Pasal 37 UUD berwenang
menerapkan dan.merubah UUD karena merubah isi Pembukaan-'--

= S
_dibenmk berdasarkan Pmklamasa 17 Agustus 1945 mas:h berdm .maka
pembahan yang, dapat dllakukan £erhadap UUD 1945 hanya pada batanﬂ

2 Keduéukan Mage!ns Permusyawaratan Rakyat : l‘

- ._-.:__Senap 5 tahun sakaix rakyat secara’ nyata melaksanakan haknya sebagaz
;.g;emeganc kedaulatan . untuk . memilib sanggota: MPR . melalui Pemilihan
Umum. Tidak semua apggota MPR dlpl]lh melalui Pemlhhan Umym ter-
-sebut, karena ‘keanggotaan-MPR meliputi anggota-anggota. DPR, ditambah
-dengan utusan-utusan dari daerah-daerah.dan: golongan-golongan, supaya
seluruh rakyat seluruh golcngan selurch daerah akan -mempunyai wakil
-dalam MPR, sehingga MPR.itu akan betul-betul dapat. dianggap sebagai
penjelmaan rakyat. Dengan demikian dapat terlihat depgan jelas bahwa
rakyat yang berdaulat menjelmakan. dirinya dalam MPR. - . .-
Setelah MPR terbentuk, barulzh ia menjalankan tugas dan.fungsinya
yaitu menetapkan- UUD . (pasal:3 UUD 1945)..Di samping itu MPR juga
mempunyai wewenang untuk mengadakan perubahan UUD sebagaimana ter-
cantum dalam pasal 37 UUD 1945 Dengan demikian UUD 1945 mengatur
bahwa: :
1. Pembentukan UUD oleh!menjadl wewenang MPR
2. Perubahan UUD oleh/menjadi wewenang MPR.

MPR sebagai penjelmaan seluruh rakyat yang berdaulat merupakan
penyelenggara negara yang tertinggi. Rakyat yang berdaulat telah terjelma
gaecara niuh dalam MPER untnl melabeanaban tuoas nenvelenooaraan neoara
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embaga yang membentuk maka ia. pulaiah yang bemenangf__'
s __Oleh ka:ena ;tu t:dak dlperlukan adanya feferen_

' wdpabila MPR berkehondal intide rierubah UUD 1945, rerlebzh
dahulu harus memmta pendapar rakyat melal ui Referendum®. "™

n ds "1kzan pembahan UUD atas ‘kehendak MPR' harus disetujul rakyat
melalui ‘referendum. Maka- MPR sebagal penjelmaan rakyat yang berdaulat
mempunyai: dua"_ edudukan yang bebeda yaitu:

1. Sebagai pembentuk UU ; MPR mempunyal wewenang uutuk menjaian~

wewenang.

3 Tata Susunan Norma N

Daiam sistem norma yang dmamxk Hans Kelsen mengajarkan, bahwa
suatu norma dibentuk oleh norma’ 'yang lebih- tmggl norma ini dxbentuk oleh
_norma yang lebxh tmggz lagz, dan’ damiklan hat-itu- seterusnya sampai ber-
henti pada norma yang- tertinggi yang tidak dlbentuk oleh norma yang Iebxhj
tinggi Iagl ‘melainkan’ d:praklrakan (nresupposed voorondersreld) atau dite-~
tapkan terlebih dulu”(vorausgeserz) keberadaannya oleh masyarakat ‘atau
rakyat sendiri.”® Hans Kelsen menamakan norma tertinggi ini Grundnorm,
Basic Norm (Norma Dasar)."

Mawiasky mengatakan bahwa norma tertinggi dalam negara sebaiknya

¥ Auamimi, Op. Cir., hal. 358.
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 tatanan norma pa
Tegara. mungkin

'y "_Norma fundamental negara (Staatsmndamemalnorm), el \
~o Afuran dafsar negaralaturan pokok negara (Staatsgrundgesetz) ___

Auronome Sarzung)

Jxk_a ajaran tersebut d1terapkan di indoaes;a maka akan dlhasﬂkan
‘ ___Staatsfundamentainorm si

v i Fuﬂdaméntal Negara) 1945}

2. . Staatsgrungesetz . . : - Batang Tubuh UUD 1945
" "(Aturan Dasar Negara ) : - Ketetapan MPR . B
g oo - Ronvensi Ketatanegaraan
| g Formai gesetz ' ~ " :Undang-undang
4. Verodnung dan Autonome : Peraturan Pelaksanaan dan
" Satzung peraturan otonom.

Menurut Nawiasky, isi Staatsfundamentalnorm ialah norma yang
merupakan dasar bagi pembentukan konstitusi atau undang-undang dasar dari
suatu negara {Staatsverfassung), termasuk norma pengubahannya. ™

- Pancasila yang tercantum dalam. Pembukaan UUD, 1945 yang memuat
Czta Hukum (rec 'dee) bagl kehidupan rakyat. Indonesm dan juga
mempakan Norma Fundamental Negara (Staatsﬁmdamentalnorm) bagi negara.
Repubhk Indonesia yang ‘menjiwai Batang Tubuh UuD (Penjelasan Umum
Uup 1945) Deﬁgau demikian.. peudm negara Repubhk indonesxa telah
menetapkan Pancas:la (Pembukaan UUD 1945). sebagal norma ftmda.mental_
negara, . e _ N s »

2 Ibid., bal, 358-359.
' J5id. , hal. 287.
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__D1 awah [Orma furidamental negara terdapat aturan dasar négara atay
pokok negara (Staatsgrundgesetz) Norma ini: biasanya dimangkau
dalam;.batang ‘wbuh!suaty undang-undang ‘dasar:atan:konstitust tertulis,  Di
-Indonesm yancr dlmaksud dengan aturan dasar negara aéa{ah Batang Tubuh :

'-pertama yang dﬂakukan oleh MPR adalah menetapkan UUD '
untuk seianjutnya MPR meng:katkan diri denganketentuan dalam UUD yang
dzbentuknya yang ‘antara lain mencantumkan kewenanganaintuk meénetapkan -
garis-garis besar daripada ‘haluan negara®dalam’ bentik ketetapan MPR.
Dengan demikian tergambar dengan jelas bahwa ketentuan dalam UUD
membentuk- Ketetapan’ MPR sehmgga Ketetapan MPR berkedudukan di
bawah Batang Tubuh UUD. -
““Dari segi hierarki atau tata susunan norma, maka nOrma’yang dlbentuk
kedudukannya lebih'rendah daripada norma yang membentuk dan karena'itu
norma tersebut tidak boleh berténtangan dengan norma yang membentuknya
yang mempunyai kedudukan yang lebih tinggi itu. Apa yang ditentukaf oleh
norma yang lebih tinggi bukan lagi merupakan pedoman dan bimbingan, se-
bagaimana halnya pada suatu asas hukum, melainkan sudah merupakan ke-
tentuan yang harus diikuti oleh norma yang-lebih rendah.'® Sebagai peratur-
an yang lebih rendah kedudukannya, ketentuan dalam Ketetapan MPR tidak
boleh ‘berubah; dalam arti mengurangi maupun ‘menambah, bahkan tidak
boleh menyimpangl ‘ketentuan-ketentiian ‘dalam’ peraturan yang lebih tinggi.
““Ketetapan MPR ‘No. TV/MPR/1983 tentang Referendum (pasal 2) telah
membuat pergeseran terhadap ketentuan”pasal. 37- UUD 1945, Dengan
demikian secara materi Ketetapan MPR tersebut tidak berwenang untuk
mengadakan pergeseran ‘kewenangan “MPR ‘untuk ‘melakukan perubahan
UUD. Ketetapan MPR hanya boleh ‘menetapkan pengaturan secara teknis
pelaksanaan perubahan tersebui, bukannya merubah ketentuan yang' ada.

4 Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diperoleh beberapa hal, yaitu:
1. Pasal 3 UUD 1945 ditetapkan kewenangan MPR untuk membentuk
uuD;
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pai terjadi kekeliruan yang akan berakibat berubahnya negara Republ:k_ |

P X merupakan"penjelmaan rakyat yang berdaulat secara utuh
‘Materi muatan. Ketetapan MPR: tidak boleh. mengurangx ‘menam
:;ataupun bertentangan dengan Batang Tubuh UUD. »

_.'-Merujuk pada hal»hal tersebut d1 atas, icxranya dapat d:ambli uatu
kesxmpulan bahwa pengaturan mengenai materi perubahan UUD yang. diatur
dalam’ Ketetapan MPR No. :V/MPR/1983 tentang Referendum tidak sesuai
dengan ‘pasal - 37:UUD. 1945, baik ditinjau-dari kedudukan, wewenang dan
fungsi MPR, maupun d1tmjau dan tata susunan nofma Ketetapan MPR dan
sistem. norma hukum B - A e
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